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ID 93453 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 08 Desember 2025

Judul Kegiatan :
Kompilasi Data Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas

Tahun:
2025

Cara Pengumpulan Data:
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:
Perwilayahan Dan Perkotaan

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara:
Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:
Jl. Tmp Kalibata No.17, Jakarta Selatan,12750, Dki Jakarta, Indonesia

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab:

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3):

Nama:
Dieska Nuaria

Jabatan:
Analis Kebijakan Ahli Muda

Alamat:
-

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan:
Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Indonesia Menghadapi Tantangan Kompleks Yang Memerlukan Pendekatan Pengukuran Yang Sistematis Dan
Terukur. Perubahan Paradigma Pembangunan Yang Menempatkan Desa Sebagai Subjek Utama Pembangunan (village Driven Development)
Mengharuskan Adanya Instrumen Pengukuran Yang Dapat Menangkap Dinamika Perkembangan Kawasan Perdesaan Secara Akurat Dan
Komprehensif. Oleh Karena Itu, Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (ipkp) Dirancang Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Pada Level
Kawasan Perdesaan Secara Komprehensif. Pengukuran Ini Penting Agar Memberikan Rekomendasi Strategis Untuk Percepatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan, Lahirnya Kebijakan Yang Lebih Akurat Sesuai Dengan Lokus, Fokus, Dan Tempo Pada Kawasan Perdesaan. Kompleksitas Ini
Memerlukan Metodologi Pengukuran, Standar Operasional Yang Jelas, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Memadai Dalam Implementasinya.
Oleh Karena Itu, Diperlukan Kegiatan Yang Terintegrasi Mulai Dari Pengumpulan Data, Standardisasi Metode, Peningkatan Kapasitas, Hingga
Koordinasi Antar Stakeholder Untuk Memastikan Efektivitas Pengukuran Perkembangan Kawasan Perdesaan.

3.2. Tujuan Kegiatan:
Adapun Tujuan Dari Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (ipkp) Adalah: 1. Menetapkan Status Perkembangan Kawasan
Perdesaan. 2. Memberi Kemudahan Bagi Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Mitra Dalam Merumuskan Program Dan Anggaran Untuk Membangun
Kawasan Perdesaan Sesuai Dengan Lokus, Fokus, Dan Tempo. 3. Merumuskan Strategi Alternatif Bagi Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka Evaluasi
Kinerja Pembangunan. 4. Mengoptimalkan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Berbagai
Dimensi Seperti Manajemen Tata Kelola, Sarana Dan Prasarana, Interaksi Kawasan Serta Aktivitas Ekonomi.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

Submit

Telepon:
021 - 7994372

Faksmile:
-

Email:
satudata@kemendesa.go.id

Eselon 1:
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan

Eselon 2:
Direktorat Advokasi Dan Kerjasama Desa Dan Perdesaan

Telepon:
-

Faksmile:
-

Email:
advokerdit@gmail.com

Detil Metadata Kegiatan Kompilasi Data Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas
  Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Metadata Statistik Kegiatan Metadata Statistik Variabel 43 Metadata Statistik Indikator 5



Tanggal Mulai Tanggal Selesai

A. Perencanaan

1.  Perencanaan Kegiatan 01 April 2025 30 Juni 2025

2.  Desain 01 April 2025 30 Juni 2025

B. Pengumpulan

3.  Pengumpulan Data 01 Oktober 2025 31 Desember 2025

C. Pemeriksaan

4.  Pengolahan Data 01 Oktober 2025 31 Desember 2025

D. Penyebarluasan

5.  Analisis 01 Oktober 2025 31 Desember 2025

6.  Diseminasi Hasil 01 Oktober 2025 31 Desember 2025

7.  Evaluasi 18 Desember 2025 31 Desember 2025

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No Nama Variabel (Kharakteristik) Konsep Definisi Referensi Waktu (periode Enumerasi)

1. Surat Keputusan Kawasan [K00401] Dokumen
Hukum

Surat Keputusan resmi yang dikeluarkan
oleh pejabat berwenang yang menetapkan
suatu wilayah sebagai kawasan perdesaan

1 Tahun

2. Surat Keputusan Tim Koordinasi
Pembangunan Kawasan Perdesaan

[K00401] Dokumen
Hukum; [K00756]
Kawasan Perdesaan

Surat Keputusan yang menetapkan
pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan (TKPKP)

1 Tahun

3. Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan

[K00401] Dokumen
Hukum; [K00756]
Kawasan Perdesaan

Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan (RPKP)

1 Tahun

4. Surat Keputusan Badan Usaha Milik
Desa Bersama

[K00401] Dokumen
Hukum; [K02342]
Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa)

Surat Keputusan tentang Pembentukan
Badan Usaha Milik Desa Bersama di
Kawasan Perdesaan.

1 Tahun

5. Dokumen Perencanaan Daerah
tentang Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas

[K00401] Dokumen
Hukum; [K00756]
Kawasan Perdesaan

Dokumen resmi mengenai kerjasama antar
desa di dalam kawasan perdesaan yang
dimuat dalam peraturan antar kepala desa.

1 Tahun

6. Peraturan Bersama Kepala Desa
Tentang Kerjasama

[K00401] Dokumen
Hukum; [K01665]
Perjanjian Kerja Sama

Dokumen resmi mengenai kerjasama antar
desa di dalam kawasan perdesaan yang
dimuat dalam peraturan antar kepala desa.

1 Tahun

7. Kuantitas Pelaksanaan Musyawarah
Antar Desa

[K01202]
Musyawarah; [K00371]
Desa

Kuantitas Pelaksanaan Forum konsultasi
dan koordinasi antardesa yang melibatkan
pemerintah desa, badan permusyawaratan
desa (BPD), lembaga non-pemerintah, dan
perwakilan masyarakat untuk merumuskan
kebijakan kolaboratif, mengevaluasi
program pembangunan, dan menyepakati
rencana aksi bersama dalam kerangka
komitmen pemerintah pada kawasan
perdesaan dalam satu tahun.

1 Tahun

8. Penyertaan Modal pada Badan Usaha
Milik Desa Bersama

[K01197] Modal;
[K02342] Badan
Usaha Milik Desa
(BUM Desa)

Penyertaan modal yang diberikan oleh
masing-masing desa dalam kawasan
perdesaan kepada Badan Usaha Milik Desa
Bersama yang dibuktikan melalui dokumen
resmi seperti anggaran pendapatan dan
belanja desa (APBDes) atau dokumen serah
terima modal Badan Usaha Milik Desa
Bersama dengan desa.

1 Tahun

9. Keterlibatan Non Pemerintah [K02366] Lembaga Keterlibatan pihak-pihak di luar lembaga
pemerintahan, seperti Non-Govermental
Organization (NGO), swasta, perguruan
tinggi, dsb. Dibuktikan dengan adanya legal
formal berupa surat perjanjian kerjasama
yang berisikan kesepakatan dan pembagian
peran masing-masing pihak.

1 Tahun

10. Keanggotaan Badan Usaha Milik Desa
Bersama

[K02342] Badan
Usaha Milik Desa
(BUM Desa)

Desa-desa membentuk Badan Usaha Milik
Desa Bersama yang berperan melakukan
pengelolaan usaha berbasis produk
unggulan kawasan perdesaan

1 Tahun



No Nama Variabel (Kharakteristik) Konsep Definisi Referensi Waktu (periode Enumerasi)

11. Pendamping Kawasan Perdesaan [K01612] Penyuluh;
[K00756] Kawasan
Perdesaan

Ketersediaan pihak yang berperan sebagai
pendamping kawasan perdesaan.
Pendamping kawasan perdesaan dapat
disediakan oleh pemerintah pusat atau
daerah dan bertugas memfasilitasi kegiatan
kawasan perdesaan (perencanaan,
pelaksanaan, dan monitoring).

1 Tahun

12. Forum Tahunan Pembangunan
Kawasan Perdesaan (Kabupaten)

[K01202]
Musyawarah;
[K00756] Kawasan
Perdesaan

Forum tahunan pembangunan kawasan
perdesaan dilaksanakan setiap tahun oleh
TKPKP yang bertujuan untuk membahas,
merencanakan, dan menyepakati program
serta kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan di kawasan perdesaan
tersebut,

1 Tahun

13. Termuatnya Hasil Forum
Perencanaan Kawasan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan/atau Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah

[K01650]
Perencanaan,
Monitoring, dan
Evaluasi
Pembangunan

Hasil-hasil kesepakatan, usulan, dan
rekomendasi yang dihasilkan dari forum
secara nyata dicantumkan, diintegrasikan,
dan menjadi bagian dari dokumen
perencanaan resmi tahunan, yaitu Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan/atau
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)

1 Tahun

14. Keikutsertaan Desa-desa dalam
Musyawarah Antar Desa

[K01202] Musyawarah Tingkat partisipasi aktif yang dilakukan oleh
desa-desa di kawasan perdesaan, termasuk
Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
desa, dalam forum musyawarah yang
diselenggarakan secara bersama di suatu
kawasan perdesaan.

1 Tahun

15. Keterlibatan Unsur Masyarakat dalam
Musyawarah Antar Desa

[K01202] Musyawarah Keterlibatan masyarakat, lembaga adat
desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan
unsur masyarakat lainnya termasuk
kelompok rentan (disabilitas, perempuan,
anak-anak, dan lansia) dalam pengambilan
keputusan dan pelaksana program dalam
forum Musyawarah Antar Desa.

1 Tahun

16. Keterlibatan Aktif Supra Desa dalam
Musyawarah Antar Desa

[K01202] Musyawarah Keterlibatan supra desa dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan program dalam
forum Musyawarah Antar Desa.

1 Tahun

17. Kualitas Jalan [K00656] Jalan Tingkat kondisi fisik dan kelayakan jalan di
kawasan perdesaan yang mempengaruhi
kemampuan jalan tersebut untuk dilalui
oleh kendaraan setiap hari, tanpa
terganggu oleh kerusakan atau kondisi
lingkungan

1 Tahun

18. Ketersediaan Air Minum [K00025] Air Minum Air minum adalah air yang melalui
pengolahan atau tanpa pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum. Penyediaan air minum
adalah kegiatan menyediakan air minum
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
agar mendapatkan kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif.

1 Tahun

19. Kualitas Listrik [K01111] Listrik Durasi pelayanan listrik yang terdapat pada
desa-desa di kawasan perdesaan

1 Tahun

20. Jangkauan Pelayanan Sampah [K01524] Pengelolaan
Sampah

Wilayah atau area yang dilayani oleh sistem
pengangkutan sampah di kawasan
perdesaan yang dapat dibuktikan dengan
Dokumen Pelayanan Persampahan yang
mencakup kawasan perdesaan.

1 Tahun

21. Pemilihan dan Pengolahan Sampah [K01524] Pengelolaan
Sampah

Kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian
pengelolaan sampah di kawasan perdesaan.
Pemilahan sampah dapat dilakukan dengan
memisahkan sampah sesuai jenisnya,
seperti sampah organik dan non-organik.
Pengolahan sampah mengacu pada
kegiatan yang dilakukan pasca sampah
dikumpulkan dan dipilah sesuai jenisnya.
Pengolahan dapat dilakukan dalam berbagai
kegiatan seperti pemanfaan kembali, daur
ulang, penimbunan sampah, produksi
produk turunan dari sampah, dan lain
sebagainya.

1 Tahun



No Nama Variabel (Kharakteristik) Konsep Definisi Referensi Waktu (periode Enumerasi)

22. Pengolahan Limbah Domestik [K01519] Pengelolaan
Limbah

Mekanisme pengelolaan limbah Domestik di
kawasan perdesaan Pengelolaan air limbah
domestik dilaksanakan melalui SPALD
(Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik).

1 Tahun

23. Manajemen Pengelolaan Risiko
Bencana

[K01901] Risiko
Bencana

Kelengkapan fasilitas untuk mengurangi
risiko bencana di kawasan perdesaan

1 Tahun

24. Kualitas Sinyal Telepon [K02137] Telepon
Genggam/Telepon
Seluler

Kekuatan sinyal telepon seluler di kawasan
perdesaan

1 Tahun

25. Kualitas Sinyal Internet [K00618] Internet Kekuatan sinyal internet di kawasan
perdesaan

1 Tahun

26. Konektivitas Jalan Antardesa di
Kawasan Perdesaan

[K00656] Jalan;
[K00756] Kawasan
Perdesaan

Tingkat keterhubungan fisik antara desa-
desa di dalam kawasan perdesaan melalui
jaringan jalan yang ada, dengan penekanan
pada jenis permukaan jalan dan
kemampuan aksesibilitas kendaraan.

1 Tahun

27. Konektivitas Jalan Keluar-Masuk
Kawasan Perdesaan

[K00656] Jalan;
[K00756] Kawasan
Perdesaan

Tingkat keterhubungan fisik kawasan
perdesaan dengan jaringan jalan utama di
luar kawasan, yang diukur berdasarkan
kombinasi jenis jalan yang menghubungkan.

1 Tahun

28. Operasional Layanan Angkutan
Umum Keluar-Masuk Kawasan
Perdesaan

[K02227] Trayek
Angkutan; [K02224]
Transportasi
Publik/Umum;
[K00756] Kawasan
Perdesaan

Ketersediaan angkutan umum
(darat/laut/sungai) dalam menunjang
layanan transportasi keluar masuk dari
kawasan perdesaan

1 Tahun

29. Sinergitas Antara Badan Usaha Milik
Desa Bersama dan Kelembagaan
Ekonomi Lainnya

[K00180] Badan
Usaha; [K02342]
Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa)

Hubungan yang harmonis antara Badan
Usaha Milik Desa Bersama dengan lembaga-
lembaga ekonomi lainnya dalam rangka
mengembangkan kawasan perdesaan
dibuktikan melalui data kelembagaan
ekonomi serta dokumen hukum berupa
surat perjanjian kerja sama.

1 Tahun

30. Lembaga Kemasyarakatan [K02366] Lembaga Jumlah lembaga kemasyarakatan yang
mendukung dan turut berkontribusi dalam
pengembangan kawasan perdesaan

1 Tahun

31. Koordinasi Rutin Tim Koordinasi
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Level Kawasan Perdesaan

[K01202]
Musyawarah;
[K00756] Kawasan
Perdesaan

Jumlah pertemuan dalam setahun yang
dilakukan Tim Koordinasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan (TKPKP) di kawasan
perdesaan

1 Tahun

32. Kerjasama Kawasan Perdesaan
dengan Kawasan Lainnya

[K01665] Perjanjian
Kerja Sama; [K00756]
Kawasan Perdesaan

Kerjasama yang terjalin antara kawasan
perdesaan dengan kawasan lain, baik itu
kawasan perdesaan maupun kawasan
perkotaan dalam rangka mendukung
pengembangan kawasan perdesaan.

1 Tahun

33. Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Bersama

[K02045]
Standardisasi;
[K02342] Badan
Usaha Milik Desa
(BUM Desa)

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
mengatur mekanisme pengambilan
keputusan, alur kerja, tanggung jawab
pengurus, dan sistem pengawasan dalam
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Bersama

1 Tahun

34. Ketersediaan Laporan Pengelolaan
dan Keuangan Badan Usaha Milik
Desa Bersama yang disediakan oleh
pengurus Badan Usaha Milik Desa
Bersama

[K00180] Badan
Usaha; [K02342]
Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa)

Kelengkapan dan keteraturan laporan
pengelolaan (operasional) dan keuangan
Badan Usaha Milik Desa Bersama yang
disusun oleh pengurus

1 Tahun

35. Kesesuaian Tema Kawasan dengan
Jenis Unit Usaha Badan Usaha Milik
Desa Bersama

[K00180] Badan
Usaha; [K02342]
Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa)

Tingkat keselarasan antara jenis usaha
Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan
potensi unggulan kawasan perdesaan dan
tema pengembangan kawasan perdesaan

1 Tahun

36. Pertumbuhan Laba [K01465] Pendapatan
Usaha

Persentase perubahan laba bersih tahunan
dari aktivitas unit ekonomi yang
merepresentasikan kawasan perdesaan

1 Tahun

37. Jangkauan Pasar [K01291] Pasar Tingkat perluasan distribusi produk/jasa
desa ke wilayah geografis yang lebih luas

1 Tahun

38. Variasi Produk [K01773] Produk Diversifikasi produk/jasa berbasis sumber
daya lokal

1 Tahun



No Nama Variabel (Kharakteristik) Konsep Definisi Referensi Waktu (periode Enumerasi)

39. Standar Operasional Prosedur
Pengembangan Usaha

[K02045]
Standardisasi

Seperangkat aturan proses kerja dengan
langkah-langkah yang distandarkan sebagai
acuan pengelolaan dan pengembangan
usaha dalam konteks ekonomi
berkelanjutan di kawasan perdesaan
dengan memastikan keseimbangan aspek
ekonomi, lingkungan, sosial, dan
kelembagaan

1 Tahun

40. Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap [K02159] Tenaga Kerja Total lapangan kerja langsung (pekerja yang
dipekerjakan secara resmi oleh Badan
Usaha Milik Desa Bersama), tidak langsung
(pekerja di sektor pendukung, misalnya
pemasok bahan baku, distributor), dan
terinduksi (pekerjaan yang muncul dari
peningkatan konsumsi rumah tangga akibat
kenaikan pendapatan, misalnya warung,
jasa transportasi) yang tercipta akibat
aktivitas ekonomi unit usaha kawasan
perdesaan

1 Tahun

41. Kontribusi Keuntungan Badan Usaha
Milik Desa Bersama terhadap
Pendapatan Asli Desa

[K01465] Pendapatan
Usaha; [K01450]
Pendapatan;
[K02342] Badan
Usaha Milik Desa
(BUM Desa)

Proporsi (%) keuntungan bersih yang
dibagikan Badan Usaha Milik Desa Bersama
terhadap total Pendapatan Asli Desa
(PADes) dalam satu periode anggaran.

1 Tahun

42. Konvensional [K01379] Pemasaran Metode pemasaran tradisional yang
melibatkan interaksi langsung antara
penjual dan pembeli atau penggunaan
metode non-digital untuk mempromosikan
produk/jasa, seperti pemasangan spanduk,
penyebaran brosur, partisipasi dalam pasar
tradisional, kerja sama dengan toko lokal,
atau promosi melalui radio/komunitas

1 Tahun

43. Digital [K01379] Pemasaran;
[K02130] Teknologi

Penggunaan teknologi digital dan platform
online untuk memasarkan produk lokal
seperti (media sosial, e-commerce,
website, atau aplikasi pesan instan)

1 Tahun

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:
Berulang

4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:
Tahunan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:
Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Wilayah Kegiatan:

No Nama Provinsi Kabupaten/Kota

1. ACEH NAGAN RAYA

2. SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR

3. SUMATERA BARAT AGAM

4. JAMBI TEBO

5. BENGKULU BENGKULU SELATAN

6. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BELITUNG TIMUR

7. JAWA BARAT SUKABUMI

8. JAWA BARAT BANDUNG

9. JAWA BARAT GARUT

10. JAWA TENGAH WONOSOBO

11. JAWA TENGAH KARANGANYAR

12. JAWA TENGAH KENDAL



No Nama Provinsi Kabupaten/Kota

13. JAWA TIMUR MOJOKERTO

14. BANTEN SERANG

15. BALI TABANAN

16. BALI KLUNGKUNG

17. NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TIMUR

18. NUSA TENGGARA TIMUR NGADA

19. KALIMANTAN BARAT KUBU RAYA

20. KALIMANTAN SELATAN BANJAR

21. KALIMANTAN SELATAN TABALONG

22. KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU

23. KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA

24. SULAWESI UTARA MINAHASA

25. SULAWESI TENGAH MOROWALI

26. SULAWESI SELATAN BARRU

27. MALUKU BURU

28. MALUKU UTARA HALMAHERA BARAT

29. PAPUA BARAT RAJA AMPAT

30. PAPUA MERAUKE

4.6. Metode Pengumpulan Data:

- Wawancara
- Mengisi Kuesioner Sendiri
- Pengamatan
- Pengumpulan Data Sekunder
- Lainnya : Focus Group Discussion (FGD)

4.7. Sarana Pengumpulan Data:

Computer Aided Web Interviewing (CAWI)

4.8. Unit Pengumpulan Data:

Lainnya : Kawasan Perdesaan

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?
Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:

- Kunjungan Kembali
- Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?
Tidak

6.4. Petugas Pengumpulan Data:
Staf Instansi Penyelenggara Dan Mitra Atau Tenaga Kontrak

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:
Diploma I Atau Ii Atau Iii

6.6. Jumlah Petugas:
Supervisor/penyelia/pengawas : 0 orang
Pengumpul data/enumerator : 0 orang

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?
Tidak

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing) : Ya
Penyandian (Coding) : Tidak



Data Entry : Ya
Penyahihan (Validasi) : Ya

7.2. Metode Analisis:
Deskriptif

7.3. Unit Analisis:

Lainnya: Kawasan Perdesaan

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

Kabupaten/Kota

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (Hardcopy) : Tidak
Digital (Softcopy) : Ya
Data Mikro : Tidak

8.2. Rencana Rilis Produk Kegiatan

Jenis Produk Tanggal Rilis

Tercetak (Hardcopy)

Digital (Softcopy) 31 Desember 2025

Data Mikro
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No. Nama Variabel Alias Referensi SDS Produsen Data Pelapor Tanggal Diajukan Status Aksi

1 Digital Digital Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

2 Konvensional Konvensional Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

3 Kontribusi
Keuntungan Badan
Usaha Milik Desa
Bersama terhadap
Pendapatan Asli Desa

BUMDesma thd
PADes

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

4 Jumlah Tenaga Kerja
yang Diserap

Penyerapan
Naker

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

5 Standar Operasional
Prosedur
Pengembangan
Usaha

SOP Usaha Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

6 Variasi Produk Produk Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

7 Jangkauan Pasar Pasar Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

8 Pertumbuhan Laba Laba Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

9 Kesesuaian Tema
Kawasan dengan
Jenis Unit Usaha
Badan Usaha Milik
Desa Bersama

Tema Unit
Usaha
BUMDesma

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

10 Ketersediaan Laporan
Pengelolaan dan
Keuangan Badan
Usaha Milik Desa
Bersama yang
disediakan oleh
pengurus Badan
Usaha Milik Desa
Bersama

Lapkeu
BUMDesma

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

11 Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan
Badan Usaha Milik
Desa Bersama

SOP
Pengelolaan
BUMDesma

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

12 Kerjasama Kawasan
Perdesaan dengan
Kawasan Lainnya

Kerjasama KP Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

13 Koordinasi Rutin Tim
Koordinasi
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Level Kawasan
Perdesaan

Koordinasi
TKPKP

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

14 Lembaga
Kemasyarakatan

LK Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

15 Sinergitas Antara
Badan Usaha Milik
Desa Bersama dan
Kelembagaan
Ekonomi Lainnya

Sinergitas
BUMDesma

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

Detil Metadata Kegiatan Kompilasi Data Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas
  Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

  Tambah MS-Variabel

Metadata Statistik Kegiatan Metadata Statistik Variabel 43 Metadata Statistik Indikator 5
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No. Nama Variabel Alias Referensi SDS Produsen Data Pelapor Tanggal Diajukan Status Aksi

16 Operasional Layanan
Angkutan Umum
Keluar-Masuk
Kawasan Perdesaan

Angkutan
Keluar Masuk

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

17 Konektivitas Jalan
Keluar-Masuk
Kawasan Perdesaan

Jalan keluar
masuk kawasan

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

18 Konektivitas Jalan
Antardesa di Kawasan
Perdesaan

Jalan antar
desa

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

19 Kualitas Sinyal
Internet

Sinyal Inet Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

20 Kualitas Sinyal
Telepon

Sinyal Telp Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

21 Manajemen
Pengelolaan Risiko
Bencana

MPRB Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

22 Pengolahan Limbah
Domestik

Olah Limbah Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

23 Pemilihan dan
Pengolahan Sampah

Pilih Olah
Sampah

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

24 Jangkauan Pelayanan
Sampah

JPS Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

25 Kualitas Listrik Listrik Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

26 Ketersediaan Air
Minum

KAM Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

27 Kualitas Jalan KJ Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

28 Keterlibatan Aktif
Supra Desa dalam
Musyawarah Antar
Desa

Supra Desa
dalam MAD

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

29 Keterlibatan Unsur
Masyarakat dalam
Musyawarah Antar
Desa

Masyarakat
dalam MAD

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

30 Keikutsertaan Desa-
desa dalam
Musyawarah Antar
Desa

Desa dalam
MAD

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

31 Termuatnya Hasil
Forum Perencanaan
Kawasan dalam
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
dan/atau Rencana
Kerja Organisasi
Perangkat Daerah

Hasil FPKP
dalam
RKPD/Renja
OPD

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

32 Forum Tahunan
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(Kabupaten)

FTPKP (Kab) Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

33 Pendamping Kawasan
Perdesaan

PKP Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

34 Keanggotaan Badan
Usaha Milik Desa
Bersama

Anggota
BUMDesma

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit
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No. Nama Variabel Alias Referensi SDS Produsen Data Pelapor Tanggal Diajukan Status Aksi

35 Keterlibatan Non
Pemerintah

KNP Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

36 Penyertaan Modal
pada Badan Usaha
Milik Desa Bersama

Modal
BUMDesma

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

37 Kuantitas
Pelaksanaan
Musyawarah Antar
Desa

KPMAD Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

38 Peraturan Bersama
Kepala Desa Tentang
Kerjasama

Perberkades
Kerjasama

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

39 Dokumen
Perencanaan Daerah
tentang
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Prioritas

Dokrenda PKPP Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

40 Surat Keputusan
Badan Usaha Milik
Desa Bersama

SK BUMDesma Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

41 Peraturan Bupati
tentang Rencana
Pembangunan
Kawasan Perdesaan

Perbup RPKP Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

42 Surat Keputusan Tim
Koordinasi
Pembangunan
Kawasan Perdesaan

SKTKPKP Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit

43 Surat Keputusan
Kawasan

SKK Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 10 Desember
2025

Submit
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ID 279883 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Digital

Alias:
Digital

Definisi Variabel:
Penggunaan teknologi digital dan platform online untuk memasarkan produk lokal seperti (media sosial, e-commerce, website, atau aplikasi pesan
instan)

Konsep:
1. Pemasaran
2. Teknologi

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada upaya pemasaran digital.

2 1 Terdapat 1 platform digital digunakan secara pasif, postingan/ akun media sosial dengan pemutakhiran yang
inkosisten (misal: akun media sosial tanpa konten terupdate).

3 2 Terdapat 1–2 platform digital aktif (konten rutin, interaksi dengan pelanggan) atau penggunaan e-commerce
sederhana.

4 3 Terdapat 1–2 platform digital aktif (konten rutin, interaksi dengan pelanggan) atau penggunaan e-commerce
sederhana.

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat upaya pemasaran digital?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Digital
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279882 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Konvensional

Alias:
Konvensional

Definisi Variabel:
Metode pemasaran tradisional yang melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli atau penggunaan metode non-digital untuk
mempromosikan produk/jasa, seperti pemasangan spanduk, penyebaran brosur, partisipasi dalam pasar tradisional, kerja sama dengan toko lokal,
atau promosi melalui radio/komunitas

Konsep:
Pemasaran

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:
-

Satuan:
-

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada aktivitas pemasaran konvensional

2 1 Terdapat 1 metode konvensional digunakan

3 2 Terdapat 2 metode konvensional digunakan secara terencana (misal: spanduk + partisipasi di pasar desa + radio
lokal).

4 3 Terdapat =3 metode konvensional terintegrasi dengan jangkauan melibatkan desa tetangga atau kabupaten.

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat aktivitas pemasaran konvensional?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Konvensional
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279880 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Kontribusi Keuntungan Badan Usaha Milik Desa Bersama terhadap Pendapatan Asli Desa

Alias:
BUMDesma thd PADes

Definisi Variabel:
Proporsi (%) keuntungan bersih yang dibagikan Badan Usaha Milik Desa Bersama terhadap total Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam satu periode
anggaran.

Konsep:
1. Pendapatan Usaha
2. Pendapatan
3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:
Persentase

Satuan:
Persentase

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada keuntungan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang masuk ke PADes atau belum terdokumentasi.

2 1 Badan Usaha Milik Desa Bersama menyumbang paling banyak 1 % dari total PADes

3 2 Badan Usaha Milik Desa Bersama menyumbang antara 1 % sampai 3 % dari PADes.

4 3 Badan Usaha Milik Desa Bersama menyumbang lebih dari 3 % terhadap PADes.

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat kontribusi keuntungan BUMDesma terhadap PADes?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Kontribusi Keuntungan Badan Usaha Milik Desa Bersama terhadap Pendapatan Asli Desa
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279878 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap

Alias:
Penyerapan Naker

Definisi Variabel:
Total lapangan kerja langsung (pekerja yang dipekerjakan secara resmi oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama), tidak langsung (pekerja di sektor
pendukung, misalnya pemasok bahan baku, distributor), dan terinduksi (pekerjaan yang muncul dari peningkatan konsumsi rumah tangga akibat
kenaikan pendapatan, misalnya warung, jasa transportasi) yang tercipta akibat aktivitas ekonomi unit usaha kawasan perdesaan

Konsep:
Tenaga Kerja

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak Ada Penyerapan

2 1 Menyerap 1–5 tenaga kerja lokal

3 2 Menyerap 6-15 tenaga kerja lokal

4 3 Menyerap >15 tenaga kerja lokal

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Berapa banyak kumlah tenaga kerja yang diserap?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279876 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Standar Operasional Prosedur Pengembangan Usaha

Alias:
SOP Usaha

Definisi Variabel:
Seperangkat aturan proses kerja dengan langkah-langkah yang distandarkan sebagai acuan pengelolaan dan pengembangan usaha dalam konteks
ekonomi berkelanjutan di kawasan perdesaan dengan memastikan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan kelembagaan

Konsep:
Standardisasi

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada SOP tertulis atau SOP tidak memperhatikan keberlanjutan sama sekali.

2 1 SOP ada tetapi hanya mencakup aspek ekonomi saja (misal cara usaha dan pembagian keuntungan).

3 2 SOP mencakup aspek ekonomi dan salah satu aspek keberlanjutan lain (lingkungan atau sosial). Ada aturan
pengelolaan usaha dengan perhatian pada lingkungan (misal pengelolaan limbah) atau keterlibatan masyarakat.

4 3 SOP lengkap mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosial secara jelas dan terukur.

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat SOP Pengembangan Usaha di kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Standar Operasional Prosedur Pengembangan Usaha
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279875 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Variasi Produk

Alias:
Produk

Definisi Variabel:
Diversifikasi produk/jasa berbasis sumber daya lokal

Konsep:
Produk

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada diversifikasi (hanya produk mentah/utama).

2 1 1-2 produk turunan dengan nilai tambah sederhana (misal: keripik singkong).

3 2 3-4 produk turunan atau integrasi layanan (misal: paket wisata + produk olahan).

4 3 =5 produk turunan inovatif atau layanan terintegrasi (misal: biofuel dari limbah pertanian + ekowisata edukatif).

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat diversifikasi produk/jasa berbasis sumber daya lokal?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Variasi Produk
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279874 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Jangkauan Pasar

Alias:
Pasar

Definisi Variabel:
Tingkat perluasan distribusi produk/jasa desa ke wilayah geografis yang lebih luas

Konsep:
Pasar

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Pasar terbatas pada tingkat desa/kelurahan

2 1 Mencapai tingkat kecamatan

3 2 Menjangkau kabupaten/provinsi

4 3 Nasional/internasional melalui e-commerce atau ekspor

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Sejauh mana perluasan distribusi produk/jasa desa?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Jangkauan Pasar
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279865 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Pertumbuhan Laba

Alias:
Laba

Definisi Variabel:
Persentase perubahan laba bersih tahunan dari aktivitas unit ekonomi yang merepresentasikan kawasan perdesaan

Konsep:
Pendapatan Usaha

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Pertumbuhan negatif atau stagnan (=0%)

2 1 Pertumbuhan 1-5%

3 2 Pertumbuhan 6-10%

4 3 Pertumbuhan >10%

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Bagaimana persentase pertumbuhan laba tahunan kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Pertumbuhan Laba
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279852 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Kesesuaian Tema Kawasan dengan Jenis Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama

Alias:
Tema Unit Usaha BUMDesma

Definisi Variabel:
Tingkat keselarasan antara jenis usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan potensi unggulan kawasan perdesaan dan tema pengembangan
kawasan perdesaan

Konsep:
1. Badan Usaha
2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:
-

Satuan:
-

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Unit usaha tidak terkait sama sekali dengan tema kawasan

2 1 =30% unit usaha sesuai tema kawasan dan mengoptimalkan potensi lokal kawasan

3 2 31-70% unit usaha sesuai tema kawasan dan mengoptimalkan potensi lokal kawasan

4 3 =71% unit usaha sesuai tema kawasan dan mengoptimalkan potensi lokal kawasan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah unit usaha BUMDesma terkait dengan tema kawasan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Kesesuaian Tema Kawasan dengan Jenis Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279848 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Ketersediaan Laporan Pengelolaan dan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang disediakan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama

Alias:
Lapkeu BUMDesma

Definisi Variabel:
Kelengkapan dan keteraturan laporan pengelolaan (operasional) dan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang disusun oleh pengurus

Konsep:
1. Badan Usaha
2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:
dokumen

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak menghasilkan laporan sama sekali

2 1 Menghasilkan laporan 1 kali/tahun dan tidak lengkap (misal: hanya laporan keuangan tanpa laporan operasional, dan
atau tidak tematik per unit usaha)

3 2 Menghasilkan laporan 1 kali/tahun, dan lengkap

4 3 Menghasilkan laporan > 1 kali dalam satu tahun

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat Laporan Keuangan BUMDesma dalam 1 tahun?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Ketersediaan Laporan Pengelolaan dan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang disediakan
oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279843 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Alias:
SOP Pengelolaan BUMDesma

Definisi Variabel:
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan, alur kerja, tanggung jawab pengurus, dan sistem
pengawasan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Konsep:
1. Standardisasi
2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa

Referensi Pemilihan:
1. Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
2. SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak memiliki dokumen SOP tertulis

2 1 Memiliki SOP tetapi hanya aspek ekonomi saja

3 2 SOP telah disahkan dan diimplementasikan, tetapi belum dievaluasi secara berkala

4 3 SOP terimplementasi penuh di seluruh unit usaha, dievaluasi secara berkala

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat SOP dalam pengelolaan BUMDesma?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279828 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Kerjasama Kawasan Perdesaan dengan Kawasan Lainnya

Alias:
Kerjasama KP

Definisi Variabel:
Kerjasama yang terjalin antara kawasan perdesaan dengan kawasan lain, baik itu kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan dalam rangka
mendukung pengembangan kawasan perdesaan.

Konsep:
1. Perjanjian Kerja Sama
2. Kawasan Perdesaan

Referensi Pemilihan:
SDSN 2023

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Kawasan perdesaan tidak memiliki kerja sama apapun dengan kawasan (perdesaan/perkotaan) lainnya

2 1 Terdapat kerja sama antara kawasan perdesaan dengan kawasan (perdesaan/perkotaan) lainnya untuk
mengembangkan kawasan perdesaan, tetapi belum/tidak berjalan

3 2 Terdapat kerja sama antara kawasan perdesaan dengan kawasan (perdesaan/perkotaan) lainnya untuk
mengembangkan kawasan perdesaan, sudah berjalan tetapi belum memberikan output

4 3 Terdapat kerja sama antara kawasan perdesaan dengan kawasan (perdesaan/perkotaan) lainnya untuk
mengembangkan kawasan perdesaan dan sudah memberikan output yang dapat dibuktikan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat kerja sama antara kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Kerjasama Kawasan Perdesaan dengan Kawasan Lainnya
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279823 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Koordinasi Rutin Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Level Kawasan Perdesaan

Alias:
Koordinasi TKPKP

Definisi Variabel:
Jumlah pertemuan dalam setahun yang dilakukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di kawasan perdesaan

Konsep:
1. Musyawarah
2. Kawasan Perdesaan

Referensi Pemilihan:
SDSN 2023

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tim tidak pernah melakukan pertemuan untuk koordinasi rutin kegiatan pengembangan kawasan perdesaan

2 1 TKPKP level kawasan perdesaan melakukan 1 kali pertemuan dalam setahun untuk koordinasi rutin kegiatan
pengembangan kawasan perdesaan

3 2 TKPKP level kawasan perdesaan melakukan 2 kali pertemuan dalam setahun untuk koordinasi rutin kegiatan
pengembangan kawasan perdesaan

4 3 TKPKP level kawasan perdesaan melakukan = 3 kali pertemuan dalam setahun untuk koordinasi rutin kegiatan
pengembangan kawasan perdesaan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Berapa kali TKPKP melakukan pertemuan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Koordinasi Rutin Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Level Kawasan Perdesaan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279816 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Lembaga Kemasyarakatan

Alias:
LK

Definisi Variabel:
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendukung dan turut berkontribusi dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Konsep:
Lembaga

Referensi Pemilihan:
SDSN 2023

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Terdapat lembaga kemasyarakatan di kawasan perdesaan, tetapi tidak memberikan dukungan maupun berkontribusi
dalam pengembangan kawasan perdesaan

2 1 Terdapat 1 jenis lembaga kemasyarakatan di kawasan perdesaan yang memberikan dukungan maupun berkontribusi
dalam pengembangan kawasan perdesaan

3 2 Terdapat 2 jenis lembaga kemasyarakatan di kawasan perdesaan yang memberikan dukungan maupun berkontribusi
dalam pengembangan kawasan perdesaan

4 3 Terdapat minimal 3 jenis lembaga kemasyarakatan di kawasan perdesaan yang memberikan dukungan maupun
berkontribusi dalam pengembangan kawasan perdesaan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Berapa banyak lembaga kemasyarakatan yang mendukung pengembangan kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Lembaga Kemasyarakatan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279810 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Sinergitas Antara Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Kelembagaan Ekonomi Lainnya

Alias:
Sinergitas BUMDesma

Definisi Variabel:
Hubungan yang harmonis antara Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya dalam rangka mengembangkan
kawasan perdesaan dibuktikan melalui data kelembagaan ekonomi serta dokumen hukum berupa surat perjanjian kerja sama.

Konsep:
1. Badan Usaha
2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada kerja sama, belum ada interaksi formal maupun informal antara Badan Usaha Milik Desa Bersama dan
lembaga lain

2 1 Adanya hubungan informal, mulai terjalin komunikasi atau kegiatan ad-hoc, tetapi tanpa payung hukum (misal,
korespondensi (email/WA) mengenai rencana kolaborasi atau kegiatan bersama sekali-dua kali tanpa perjanjian
tertulis, arsip email/WA, notulen rapat desa/kecamatan)

3 2 Ada perjanjian tertulis (MoU/PKS) dengan 1 lembaga, cakupan terbatas, dan ada surat perjanjian kerja sama
(PKS/MoU) (sumberdata: laporan kegiatan kolaborasi tahunan, salinan MoU/PKS di admin Badan Usaha Milik Desa
Bersama, dan laporan kemitraan pada LKPD desa)

4 3 Badan Usaha Milik Desa Bersama memiliki =2 perjanjian formal dengan berbagai lembaga, program terintegrasi
(sumber data MoU/PKS aktif dengan lembaga ekonomi (koperasi, BUMN kecil, swasta, dll, laporan Kegiatan Terpadu
(joint program misalkan)

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat sinergitas antara BUMDesma dengan kelembagaan ekonomi lainnya?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Sinergitas Antara Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Kelembagaan Ekonomi Lainnya
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279807 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Operasional Layanan Angkutan Umum Keluar-Masuk Kawasan Perdesaan

Alias:
Angkutan Keluar Masuk

Definisi Variabel:
Ketersediaan angkutan umum (darat/laut/sungai) dalam menunjang layanan transportasi keluar masuk dari kawasan perdesaan

Konsep:
1. Trayek Angkutan
2. Transportasi Publik/Umum
3. Kawasan Perdesaan

Referensi Pemilihan:
1. SDSN 2023
2. SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada angkutan umum yang melayani akses keluar-masuk kawasan perdesaan

2 1 Ada angkutan umum (darat/laut/sungai) yang melayani akses keluar-masuk kawasan perdesaan, tetapi hanya
beroperasi 1-2 hari dalam seminggu

3 2 Ada angkutan umum (darat/laut/sungai) yang melayani akses keluar-masuk kawasan perdesaan, tetapi hanya
beroperasi 3-5 hari dalam seminggu

4 3 Ada angkutan umum (darat/laut/sungai) yang melayani akses keluar-masuk kawasan perdesaan dan beroperasi
setiap hari

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat angkutan umum yang melayani akses keluar-masuk kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Operasional Layanan Angkutan Umum Keluar-Masuk Kawasan Perdesaan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279695 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Konektivitas Jalan Keluar-Masuk Kawasan Perdesaan

Alias:
Jalan keluar masuk kawasan

Definisi Variabel:
Tingkat keterhubungan fisik kawasan perdesaan dengan jaringan jalan utama di luar kawasan, yang diukur berdasarkan kombinasi jenis jalan yang
menghubungkan.

Konsep:
1. Jalan
2. Kawasan Perdesaan

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Hanya jalan desa/setapak

2 1 Jalan desa dengan akses ke jalan kabupaten

3 2 Akses langsung ke jalan kabupaten

4 3 Akses langsung ke jalan provinsi atau lebih

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat akses jalan keluar-masuk di kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Konektivitas Jalan Keluar-Masuk Kawasan Perdesaan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279694 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Konektivitas Jalan Antardesa di Kawasan Perdesaan

Alias:
Jalan antar desa

Definisi Variabel:
Tingkat keterhubungan fisik antara desa-desa di dalam kawasan perdesaan melalui jaringan jalan yang ada, dengan penekanan pada jenis permukaan
jalan dan kemampuan aksesibilitas kendaraan.

Konsep:
1. Jalan
2. Kawasan Perdesaan

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Sebagian besar akses jalan memiliki perkerasan tanah dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4

2 1 Sebagian besar akses jalan memiliki perkerasan tanah dan dapat dilalui kendaraan roda 4

3 2 Sebagian besar akses jalan memiliki perkerasan aspal/beton dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4

4 3 Sebagian besar akses jalan memiliki perkerasan aspal/beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat konektivitas jalan antar desa?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Konektivitas Jalan Antardesa di Kawasan Perdesaan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279692 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Kualitas Sinyal Internet

Alias:
Sinyal Inet

Definisi Variabel:
Kekuatan sinyal internet di kawasan perdesaan

Konsep:
Internet

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada akses sinyal

2 1 Terdapat akses 2G/2.5G/GPRS/EDGE

3 2 Terdapat akses 3G/ 3.5G/ HSDPA/ EVDO

4 3 Terdapat akses 5G dan 4G LTE

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat sinyal internet di kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Kualitas Sinyal Internet
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279689 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Kualitas Sinyal Telepon

Alias:
Sinyal Telp

Definisi Variabel:
Kekuatan sinyal telepon seluler di kawasan perdesaan

Konsep:
Telepon Genggam/Telepon Seluler

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada akses sinyal

2 2 Ya, tapi sinyal lemah

3 3 Ya, sinyal kuat

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat sinyal telepon di kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Kualitas Sinyal Telepon
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279686 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Manajemen Pengelolaan Risiko Bencana

Alias:
MPRB

Definisi Variabel:
Kelengkapan fasilitas untuk mengurangi risiko bencana di kawasan perdesaan

Konsep:
Risiko Bencana

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak terdapat fasilitas pengurangan risiko bencana untuk mitigasi (pembangunan infrastruktur tahan bencana,
edukasi dan pelatihan menghadapi bencana) maupun kesiapsiagaan bencana (peringatan dini, jalur evakuasi).

2 1 Terdapat 1 fasilitas pengurangan risiko bencana untuk mitigasi (pembangunan infrastruktur tahan bencana, edukasi
dan pelatihan menghadapi bencana) maupun kesiapsiagaan bencana (peringatan dini, jalur evakuasi)

3 2 Terdapat 2 fasilitas pengurangan risiko bencana untuk mitigasi (pembangunan infrastruktur tahan bencana, edukasi
dan pelatihan menghadapi bencana) maupun kesiapsiagaan bencana (peringatan dini, jalur evakuasi)

4 3 Terdapat minimal 3 fasilitas pengurangan risiko bencana untuk mitigasi (pembangunan infrastruktur tahan bencana,
edukasi dan pelatihan menghadapi bencana) maupun kesiapsiagaan bencana (peringatan dini, jalur evakuasi)

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat fasilitas untuk mengurangi risiko bencana di kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Manajemen Pengelolaan Risiko Bencana
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279681 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Pengolahan Limbah Domestik

Alias:
Olah Limbah

Definisi Variabel:
Mekanisme pengelolaan limbah Domestik di kawasan perdesaan Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui SPALD (Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik).

Konsep:
Pengelolaan Limbah

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak terdapat sistem pengelolaan air limbah domestik di kawasan perdesaan

2 1 Terdapat sistem pengelolaan air limbah domestik yang melayani sebagian kecil (<50%) desa di kawasan perdesaan

3 2 Terdapat sistem pengelolaan air limbah domestik yang melayani sebagian besar (=50%) desa di kawasan perdesaan

4 3 Terdapat sistem pengelolaan air limbah domestik yang melayani seluruh desa (100%) di kawasan perdesaan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat sistem pengolahan limbah domestik di kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Pengolahan Limbah Domestik
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279675 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Pemilihan dan Pengolahan Sampah

Alias:
Pilih Olah Sampah

Definisi Variabel:
Kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian pengelolaan sampah di kawasan perdesaan. Pemilahan sampah dapat dilakukan dengan memisahkan
sampah sesuai jenisnya, seperti sampah organik dan non-organik. Pengolahan sampah mengacu pada kegiatan yang dilakukan pasca sampah
dikumpulkan dan dipilah sesuai jenisnya. Pengolahan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pemanfaan kembali, daur ulang, penimbunan
sampah, produksi produk turunan dari sampah, dan lain sebagainya.

Konsep:
Pengelolaan Sampah

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak terdapat kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah (organik dan non-organik) di kawasan perdesaan

2 1 Sudah ada kegiatan pemilahan sampah (organik dan non-organik), tetapi belum ada kegiatan pengolahannya di
kawasan perdesaan.

3 2 Sudah ada kegiatan pemilahan sampah (organik dan non-organik), tetapi baru salah satu jenis sampah (organik atau
non-organik) yang diolah secara mandiri di kawasan perdesaan.

4 3 Sudah ada kegiatan pemilahan sampah dan pengolahan sampah (organik dan non-organik) secara mandiri di
kawasan perdesaan.

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat kegiatan pemilihan dan pengolahan sampah di kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Pemilihan dan Pengolahan Sampah
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279672 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Jangkauan Pelayanan Sampah

Alias:
JPS

Definisi Variabel:
Wilayah atau area yang dilayani oleh sistem pengangkutan sampah di kawasan perdesaan yang dapat dibuktikan dengan Dokumen Pelayanan
Persampahan yang mencakup kawasan perdesaan.

Konsep:
Pengelolaan Sampah

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada layanan pengangkutan sampah sehingga sebagian besar masyarakat membuang sampah di badan air
(drainase, sungai, irigasi, danau, laut)/tanah kosong/menimbun ke dalam lubang tanah/dibakar)

2 1 Sudah ada layanan pengangkutan sampah yang menjangkau sebagian kecil (<50%) desa di kawasan perdesaan

3 2 Sudah ada layanan pengangkutan sampah yang menjangkau sebagian besar desa (=50%) di kawasan perdesaan

4 3 Sudah ada layanan pengangkutan sampah yang menjangkau seluruh desa (100%) di kawasan perdesaan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah desa-desa dalam kawasan perdesaan sudah dijangkau layanan pengangkutan sampah?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Jangkauan Pelayanan Sampah
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279669 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Kualitas Listrik

Alias:
Listrik

Definisi Variabel:
Durasi pelayanan listrik yang terdapat pada desa-desa di kawasan perdesaan

Konsep:
Listrik

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak tersedia layanan listrik

2 1 Tersedia durasi layanan listrik kurang dari 6 jam perhari

3 2 Tersedia durasi layanan listrik antara 6 sampai 12 jam perhari

4 3 Tersedia durasi layanan listrik lebih dari 12 jam perhari

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah desa tersedia layanan listrik?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Kualitas Listrik
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279566 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Ketersediaan Air Minum

Alias:
KAM

Definisi Variabel:
Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air
minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif.

Konsep:
Air Minum

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada warga desa yang bisa mengakses air minum (0% terakses)

2 1 Sangat sedikit warga di desa yang bisa mengakses air minum (< 50% terakses)

3 2 Sebagian warga di desa yang bisa mengakses air minum (= 50% terakses)

4 3 Seluruh warga di desa sudah bisa mengakses air minum (100% terakses)

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Bagaimana ketersediaan air minum di kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Ketersediaan Air Minum
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279560 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Kualitas Jalan

Alias:
KJ

Definisi Variabel:
Tingkat kondisi fisik dan kelayakan jalan di kawasan perdesaan yang mempengaruhi kemampuan jalan tersebut untuk dilalui oleh kendaraan setiap
hari, tanpa terganggu oleh kerusakan atau kondisi lingkungan

Konsep:
Jalan

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Rusak berat, tidak dapat dilalui setiap hari

2 1 Rusak sedang, tidak dapat dilalui setiap hari

3 2 Rusak sedang, dapat dilalui setiap hari

4 3 Baik, dapat dilalui setiap hari

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Bagaimana tingkat kondisi fisik dan kelayakan jalan di kawasan perdesaan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Kualitas Jalan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279407 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Keterlibatan Aktif Supra Desa dalam Musyawarah Antar Desa

Alias:
Supra Desa dalam MAD

Definisi Variabel:
Keterlibatan supra desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dalam forum Musyawarah Antar Desa.

Konsep:
Musyawarah

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada unsur supra desa yang terlibat dalam Musyawarah Antar Desa.

2 1 Ada unsur supra desa yang terlibat dalam Musyawarah Antar Desa tetapi tidak berperan aktif dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan program.

3 2 Ada unsur supra desa yang terlibat dalam Musyawarah Antar Desa, berperan aktif dalam pengambilan keputusan
tetapi tidak menjadi bagian dalam pelaksanaan program.

4 3 Ada unsur supra desa yang terlibat dalam Musyawarah Antar Desa, berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan
menjadi bagian dalam pelaksanaan program

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat supra desa yang terlibat dalam MAD?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Keterlibatan Aktif Supra Desa dalam Musyawarah Antar Desa
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279405 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Keterlibatan Unsur Masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa

Alias:
Masyarakat dalam MAD

Definisi Variabel:
Keterlibatan masyarakat, lembaga adat desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan unsur masyarakat lainnya termasuk kelompok rentan (disabilitas,
perempuan, anak-anak, dan lansia) dalam pengambilan keputusan dan pelaksana program dalam forum Musyawarah Antar Desa.

Konsep:
Musyawarah

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Representasi 0 % kategori (masyarakat umum, adat, BUMDesa, dan rentan) tidak hadir sama sekali

2 1 Minimal representasi hadir di = 1 kategori

3 2 Representasi hadir di 2–3 kategori

4 3 Representasi: hadir keempat kategori

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah masyarakat terlibat dalam MAD?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Keterlibatan Unsur Masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279403 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Keikutsertaan Desa-desa dalam Musyawarah Antar Desa

Alias:
Desa dalam MAD

Definisi Variabel:
Tingkat partisipasi aktif yang dilakukan oleh desa-desa di kawasan perdesaan, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat desa, dalam forum musyawarah yang diselenggarakan secara bersama di suatu kawasan perdesaan.

Konsep:
Musyawarah

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak terlaksananya Musyawarah Antar Desa di Kawasan Perdesaan.

2 1 Sedikit desa di kawasan perdesaan yang ikut serta dalam Musyawarah Antar Desa.

3 2 Sebagian desa di kawasan perdesaan yang ikut serta dalam Musyawarah Antar Desa.

4 3 Seluruh desa di kawasan perdesaan ikut serta dalam Musyawarah Antar Desa.

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat desa-desa ikut serta dalam MAD?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Keikutsertaan Desa-desa dalam Musyawarah Antar Desa
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279400 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Termuatnya Hasil Forum Perencanaan Kawasan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Alias:
Hasil FPKP dalam RKPD/Renja OPD

Definisi Variabel:
Hasil-hasil kesepakatan, usulan, dan rekomendasi yang dihasilkan dari forum secara nyata dicantumkan, diintegrasikan, dan menjadi bagian dari
dokumen perencanaan resmi tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan/atau Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Konsep:
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada hasil forum yang dimasukkan ke dalam RKPD dan/atau Renja OPD

2 1 Sebagian kecil hasil forum tercantum secara administratif, namun belum menjadi prioritas program dalam RKPD
dan/atau Renja OPD

3 2 Sebagian besar hasil forum terakomodasi dan menjadi bagian dari program dalam RKPD dan/atau Renja OPD

4 3 Seluruh hasil forum termuat dan menjadi prioritas utama dalam RKPD dan/atau Renja OPD

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat Hasil FPKP dalam RKP/Renja OPD

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Termuatnya Hasil Forum Perencanaan Kawasan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279387 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Forum Tahunan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Kabupaten)

Alias:
FTPKP (Kab)

Definisi Variabel:
Forum tahunan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan setiap tahun oleh TKPKP yang bertujuan untuk membahas, merencanakan, dan
menyepakati program serta kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kawasan perdesaan tersebut,

Konsep:
1. Musyawarah
2. Kawasan Perdesaan

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada forum pembangunan kawasan perdesaan

2 1 Forum tahunan pembangunan kawasan perdesaan dilaksakan 1x dalam setahun

3 2 Forum tahunan pembangunan kawasan perdesaan dilaksakan 2x dalam setahun

4 3 Forum tahunan pembangunan kawasan perdesaan dilaksakan lebih dari 2x dalam setahun

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat Forum Tahunan Pembangunan Kawasan Perdesaan setingkat Kabupaten?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Forum Tahunan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Kabupaten)
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279375 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Pendamping Kawasan Perdesaan

Alias:
PKP

Definisi Variabel:
Ketersediaan pihak yang berperan sebagai pendamping kawasan perdesaan. Pendamping kawasan perdesaan dapat disediakan oleh pemerintah
pusat atau daerah dan bertugas memfasilitasi kegiatan kawasan perdesaan (perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring).

Konsep:
1. Penyuluh
2. Kawasan Perdesaan

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada Pendamping kawasan perdesaan

2 1 Ada Pendamping kawasan perdesaan tetapi tidak berperan aktif dalam pengembangan kawasan perdesaan

3 2 Ada Pendamping kawasan perdesaan dan berperan aktif tetapi tidak mencakup semua tahap kegiatan
(perencanaan, pelaksanaan, monitoring) dalam pengembangan kawasan perdesaan

4 3 Ada Pendamping kawasan perdesaan dan berperan aktif di semua tahap kegiatan (perencanaan, pelaksanaan,
monitoring) dalam pengembangan kawasan perdesaan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat pendamping kawasan perdesaan

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Pendamping Kawasan Perdesaan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279370 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Keanggotaan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Alias:
Anggota BUMDesma

Definisi Variabel:
Desa - desa membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berperan melakukan pengelolaan usaha berbasis produk unggulan kawasan
perdesaan

Konsep:
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada Badan Usaha Milik Desa Bersama

2 1 Sudah dibentuk, tetapi tidak semua desa sebagai anggota

3 2 Sudah dibentuk, anggota dari semua desa, namun unit usaha tidak sesuai dengan produk unggulan

4 3 Sudah dibentuk, anggota dari semua desa, sesuai dengan produk unggulan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah keanggotaan BUMDesma berasal dari semua desa dan produk yang dipasarkan sesuai dengan unggulan desa?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Keanggotaan Badan Usaha Milik Desa Bersama
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279364 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Keterlibatan Non Pemerintah

Alias:
KNP

Definisi Variabel:
Keterlibatan pihak-pihak di luar lembaga pemerintahan, seperti Non-Govermental Organization (NGO), swasta, perguruan tinggi, dsb. Dibuktikan
dengan adanya legal formal berupa surat perjanjian kerjasama yang berisikan kesepakatan dan pembagian peran masing-masing pihak.

Konsep:
Lembaga

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Belum ada legal formal berupa surat/dokumen kerjasama antar lembaga non pemerintah terkait pemberian bantuan
pengembangan kawasan perdesaan

2 1 Ada legal formal berupa surat/dokumen kerjasama antar 2 unsur lembaga non pemerintah

3 2 Ada legal formal berupa surat/dokumen kerjasama antar 3 unsur lembaga non pemerintah

4 3 Ada surat/dokumen kerjasama pemberian bantuan untuk pengembangan kawasan dari 3 unsur lembaga non
pemerintah dengan pembagian peran

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah ada keterlibatan pihak-pihak di luar pemerintahan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Keterlibatan Non Pemerintah
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279358 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa Bersama

Alias:
Modal BUMDesma

Definisi Variabel:
Penyertaan modal yang diberikan oleh masing-masing desa dalam kawasan perdesaan kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama yang dibuktikan
melalui dokumen resmi seperti anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) atau dokumen serah terima modal Badan Usaha Milik Desa Bersama
dengan desa.

Konsep:
1. Modal
2. BUM Desa Bersama

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada penyertaan modal

2 1 Penyertaan modal minimal, hanya untuk operasional dasar Badan Usaha Milik Desa Bersama tanpa pengembangan
usaha signifikan

3 2 Penyertaan modal memadai untuk operasional dan pengembangan usaha terbatas

4 3 Penyertaan modal signifikan, memungkinkan Badan Usaha Milik Desa Bersama mengelola aset, mengembangkan
investasi, dan memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi desa dan masyarakat.

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah masing-masing desa menyertakan modal dalam BUMDesma?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa Bersama
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279354 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Kuantitas Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa

Alias:
KPMAD

Definisi Variabel:
Kuantitas Pelaksanaan Forum konsultasi dan koordinasi antardesa yang melibatkan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga
non-pemerintah, dan perwakilan masyarakat untuk merumuskan kebijakan kolaboratif, mengevaluasi program pembangunan, dan menyepakati
rencana aksi bersama dalam kerangka komitmen pemerintah pada kawasan perdesaan dalam satu tahun.

Konsep:
1. Musyawarah
2. Desa

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada MAD

2 1 MAD dilaksakan 1x dalam setahun

3 2 MAD dilaksakan 2x dalam setahun

4 3 MAD dilaksakan lebih dari 2x dalam setahun

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Berapa kali pelaksanaan Musyawarah Antar Desa dilaksanakan dalam setahun?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Kuantitas Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279250 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Peraturan Bersama Kepala Desa Tentang Kerjasama

Alias:
Perberkades Kerjasama

Definisi Variabel:
Dokumen resmi mengenai kerjasama antar desa di dalam kawasan perdesaan yang dimuat dalam peraturan antar kepala desa.

Konsep:
1. Dokumen Hukum
2. Perjanjian Kerja Sama

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama antar desa di dalam kawasan perdesaan

2 3 Ada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama antar desa di dalam kawasan perdesaan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat Perberkades tentang kerjasama?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Peraturan Bersama Kepala Desa Tentang Kerjasama
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279247 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Dokumen Perencanaan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas

Alias:
Dokrenda PKPP

Definisi Variabel:
Dokumen resmi kabupaten yang memuat analisis, strategi, program, dan rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan.

Konsep:
1. Dokumen Hukum
2. Kawasan Perdesaan

Referensi Pemilihan:
1. SDSN 2023
2. SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada Dokumen Perencanaan

2 3 Ada Dokumen Perencanaan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat Dokrenda yang memuat PKPP?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Dokumen Perencanaan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279243 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Surat Keputusan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Alias:
SK BUMDesma

Definisi Variabel:
Surat Keputusan tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kawasan Perdesaan.

Konsep:
1. Dokumen Hukum
2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Referensi Pemilihan:
SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada SK Badan Usaha Milik Desa Bersama

2 3 Ada SK Badan Usaha Milik Desa Bersama

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat SK BUMDesma?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Surat Keputusan Badan Usaha Milik Desa Bersama
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279239 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Alias:
Perbup RPKP

Definisi Variabel:
Peraturan Bupati yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Konsep:
1. Dokumen Hukum
2. Kawasan Perdesaan

Referensi Pemilihan:
SDSN 2023

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada Perbup RPKP

2 3 Ada Perbup RPKP

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat Peraturan Bupati tentang RPKP?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279238 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Alias:
SKTKPKP

Definisi Variabel:
Surat Keputusan yang menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

Konsep:
1. Dokumen Hukum
2. Kawasan Perdesaan

Referensi Pemilihan:
1. SDSN 2023
2. SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 tahun

Ukuran:

Satuan:

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Belum ada SK TKPKP

2 1 Ada, tapi tidak ada pembagian peran atau organogram

3 2 Ada, sudah ada pembagian peran atau organogram, namun belum sesuai tematik

4 3 Ada, sudah ada pembagian peran atau organogram dan sesuai tematik

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat SK TKPKP?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 279237 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 10 Desember 2025

Nama:
Surat Keputusan Kawasan

Alias:
SKK

Definisi Variabel:
Surat Keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan perdesaan.

Konsep:
Dokumen Hukum

Referensi Pemilihan:
1. Draft Kepmendesa Nomor .. Tahun .. tentang Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
2. SDSN 2024

Referensi Waktu:
1 Tahun

Ukuran:
Jumlah

Satuan:
Dokumen

Tipe Data:
Integer

Isian Klasifikasi:

No Kode Item Klasifikasi Nama Item Klasifikasi

1 0 Tidak ada SK Pembentukan Kawasan Perdesaan

2 3 Ada SK Pembentukan Kawasan Perdesaan

Aturan Validasi:
Diisi dengan angka

Kalimat Pertanyaan:
Apakah terdapat Surat Keputusan Kawasan?

Apakah variabel Dapat Diakses Umum?
Ya

Detail Metadata Variabel Surat Keputusan Kawasan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



Beranda > Daftar Usulan MS-Keg > Detail MS-Keg

No. Nama Variabel Referensi SDS Produsen Data Pelapor Tanggal Diajukan Status Aksi

1 Indeks Dimensi Interaksi
Kawasan

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 15 Desember
2025

Submit

2 Indeks Dimensi Sarana dan
Prasarana

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 15 Desember
2025

Submit

3 Indeks Dimensi Aktivitas
Ekonomi

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 15 Desember
2025

Submit

4 Indeks Perkembangan
Kawasan Perdesaan

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

5 Indeks Dimensi Manajemen
Tata Kelola

Tidak Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

Kemendesa 11 Desember
2025

Submit

Detil Metadata Kegiatan Kompilasi Data Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas
  Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

  Tambah MS-Indikator

Metadata Statistik Kegiatan Metadata Statistik Variabel 43 Metadata Statistik Indikator 5

https://indah.bps.go.id/metadata/view-indikator/130586
https://indah.bps.go.id/metadata/update-indikator/130586
https://indah.bps.go.id/metadata/view-indikator/130568
https://indah.bps.go.id/metadata/update-indikator/130568
https://indah.bps.go.id/metadata/view-indikator/130590
https://indah.bps.go.id/metadata/update-indikator/130590
https://indah.bps.go.id/metadata/view-indikator/130215
https://indah.bps.go.id/metadata/update-indikator/130215
https://indah.bps.go.id/metadata/view-indikator/130216
https://indah.bps.go.id/metadata/update-indikator/130216
https://indah.bps.go.id/metadata/usulan/kegiatan/93453/indikator


ID 130586 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 15 Desember 2025

Nama:
Indeks Dimensi Interaksi Kawasan

Definisi Indikator:
Hubungan internal dan eksternal kawasan perdesaan yang terbentuk dari aksesibilitas, mobilitas, dan kohesivitas.

Konsep:
Kawasan Perdesaan

Interpretasi
Semakin tinggi skor, menunjukkan dimensi interaksi kawasan semakin baik.

Metode Perhitungan
D3: Dimensi, SDA: Sub Dimensi Aksesibilitas dan Mobilitas, SDK: Sub Dimensi Kerjasama

Rumus

Ukuran:
Indeks

Satuan:
-

Klasifikasi Penyajian:
Wilayah

Apakah Indikator Komposit?
Tidak

Variabel Pembangun:

No Nama Variabel Pembangun Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun

1 Konektivitas Jalan Antardesa di Kawasan Perdesaan Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

2 Konektivitas Jalan Keluar-Masuk Kawasan Perdesaan Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

3 Operasional Layanan Angkutan Umum Keluar-Masuk Kawasan Perdesaan Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

4 Sinergitas Antara BUMDESMA dan kelembagaan ekonomi lainnya Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

5 Lembaga Kemasyarakatan Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

6 Koordinasi Rutin TKPKP Level Kawasan Perdesaan Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

7 Kerjasama Kawasan Perdesaan dengan Kawasan Lainnya Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

Level Estimasi:
Wilayah (kabupaten/kota)

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum?
Ya

D3 = (0, 57 ∗ SDA) + (0, 43 ∗ SDK)

Detail Metadata Indikator Indeks Dimensi Interaksi Kawasan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 130590 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 15 Desember 2025

Nama:
Indeks Dimensi Aktivitas Ekonomi

Definisi Indikator:
Proses dan dampak kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah kawasan perdesaan.

Konsep:
Pertumbuhan Ekonomi

Interpretasi
Semakin tinggi skor, menunjukkan dimensi aktivitas ekonomi semakin baik.

Metode Perhitungan
D4: Dimensi aktivitas Ekonomi, SDK: Sub Dimensi Kelembagaan Ekonomi, SDP: Sub Dimensi Produktivitas dan Pengembangan Produk, SDM: Sub
Dimensi Multiplier Effect, SDP: Sub Dimensi Pemasaran

Rumus

Ukuran:
Indeks

Satuan:
-

Klasifikasi Penyajian:
Wilayah

Apakah Indikator Komposit?
Tidak

Variabel Pembangun:

No Nama Variabel Pembangun Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun

1 SOP Pengelolaan Bumdesma Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

2 Ketersediaan Laporan Pengelolaan dan Keuangan BUM Desa Bersama yang disediakan oleh pengurus
BUM Desa Bersama

Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

3 Kesesuaian Tema Kawasan dengan Jenis Unit Usaha Bumdesma Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

4 Pertumbuhan Laba Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

5 Jangkauan Pasar Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

6 Variasi Produk Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

7 SOP Pengembangan Usaha Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

8 Jumlah Tenaga Kerja yang Diserap Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

9 Ketersediaan laporan atau catatan resmi terkait nilai Bagi Hasil BUM Desa Bersama Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

10 Konvensional Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

11 Digital Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di
Indonesia

Level Estimasi:
Wilayah (kabupaten/kota)

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum?
Ya

D4 = (0, 27 ∗ SDK) + (0, 29 ∗ SDP ) + (0, 28 ∗ SDM) + (0, 16 ∗ SDP )

Detail Metadata Indikator Indeks Dimensi Aktivitas Ekonomi
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.





ID 130215 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan

Definisi Indikator:
Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja dari pembangunan kawasan perdesaan

Konsep:
Kawasan Perdesaan

Interpretasi
Semakin tinggi angka indeks menunjukkan kawasan tersebut semakin berdaya saing

Metode Perhitungan
Wi = Bobot masing-masing dimensi Di = Nilai indeks masing-masing dimensi

Rumus

Ukuran:
Indeks

Satuan:
-

Klasifikasi Penyajian:
Wilayah

Apakah Indikator Komposit?
Ya

Indikator Pembangun:

No Nama Indikator Pembangun Publikasi Ketersediaan

1 Indeks Dimensi Manajemen Tata Kelola Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

2 Indeks Dimensi Sarana dan Prasarana Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

3 Indeks Dimensi Interaksi Kawasan Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

4 Indeks Dimensi Aktivitas Ekonomi Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

Level Estimasi:
Wilayah (kabupaten/kota)

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum?
Ya

IP KP = ((W1 ∗D1) + (W2 ∗D2) + (W3 ∗D3) + (W4 ∗D4)) ∗ 100

Detail Metadata Indikator Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.



ID 130216 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 11 Desember 2025

Nama:
Indeks Dimensi Manajemen Tata Kelola

Definisi Indikator:
Serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatur sumber daya dan pembagian peran dari berbagai stakeholder untuk mengembangkan
kawasan perdesaan secara terpadu, efektif, dan efisien

Konsep:
1. Kawasan Perdesaan
2. Tata Kelola

Interpretasi
Semakin tinggi skor, menunjukkan dimensi manajemen tata kelola semakin baik.

Metode Perhitungan
Di: Dimensi, SDL: Sub Dimensi Legalitas, SDKP: Sub Dimensi Komitmen Pemerintah, SDPK: Sub Dimensi Penggerak Kawasan, SDPPK: Sub Dimensi
Perencanaan Pembangunan Kawasan, SDP: Sub Dimensi Partisipasi

Rumus

Ukuran:
Indeks

Satuan:
-

Klasifikasi Penyajian:
Wilayah

Apakah Indikator Komposit?
Tidak

Variabel Pembangun:

No Nama Variabel Pembangun Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun

1 SK Kawasan Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

2 SK TKPKP Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

3 Perbup RPKP Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

4 SK Bumdesma Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

5 Dokumen Perencanaan Daerah tentang Pembangunan KPP Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

6 Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

7 Kualitas Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

8 Penyertaan Modal pada Bumdesma Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

9 Keterlibatan Non Pemerintah Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

10 Keanggotaan Bumdesma Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

11 Pendamping Kawasan Perdesaan Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

12 Forum Tahunan Pembangunan KPP (Kabupaten) Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

13 Termuatnya Hasil Forum Perencanaan Kawasan dalam RKPD dan/atau Renja OPD Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

14 Keikutsertaan Desa-desa dalam Musyawarah Antar Desa Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

15 Keterlibatan Unsur Masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

16 Keterlibatan Aktif Supra Desa dalam Musyawarah Antar Desa Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

Level Estimasi:
Wilayah (kabupaten/kota)

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum?
Ya

D1 = (0, 22 ∗ SDL) + (0, 24 ∗ SDKP ) + (0, 18 ∗ SDP KP ) + (0, 17 ∗ SDP P K) + (0, 19 ∗ SDP )

Detail Metadata Indikator Indeks Dimensi Manajemen Tata Kelola
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.





ID 130568 Pelapor Kemendesa Tanggal Usulan 15 Desember 2025

Nama:
Indeks Dimensi Sarana dan Prasarana

Definisi Indikator:
Perangkat yang disediakan di kawasan perdesaan terkait dengan sarana-prasarana dasar, lingkungan, dan teknologi informasi untuk mendukung dan
memperlancar kegiatan pengembangan kawasan perdesaan

Konsep:
1. Kawasan Perdesaan
2. Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Interpretasi
Semakin tinggi skor, menunjukkan dimensi sarana dan prasarana semakin baik

Metode Perhitungan
D2: Dimensi, SDPD: Sub Dimensi Prasarana Dasar, SDPL: Sub Dimensi Prasarana Lingkungan, SDTI: Sub Dimensi Teknologi Informasi

Rumus

Ukuran:
Indeks

Satuan:
-

Klasifikasi Penyajian:
Wilayah

Apakah Indikator Komposit?
Tidak

Variabel Pembangun:

No Nama Variabel Pembangun Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun

1 Kualitas Jalan Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

2 Ketersediaan Air Minum Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

3 Kualitas Listrik Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

4 Jangkauan Pelayanan Sampah Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

5 Pemilihan dan Pengolahan Sampah Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

6 Pengolahan Limbah Domestik Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

7 Manajemen Pengelolaan Risiko Bencana Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

8 Kualitas Sinyal Telepon Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

9 Kualitas Sinyal Internet Kompilasi Data Kawasan Perdesaan di Indonesia

Level Estimasi:
Wilayah (kabupaten/kota)

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum?
Ya

D2 = (0, 49 ∗ SDP D) + (0, 24 ∗ SDP L) + (0, 27 ∗ SDT I)

Detail Metadata Indikator Indeks Dimensi Sarana dan Prasarana
Harap baca panduan terlebih dahulu, agar pelaporan Anda dapat menjadi lebih mudah.


